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Pengesahan RUU PKS
sangat mendesak
karena Indonesia
belum memiliki aturan
yang mendasar untuk
melindungi dan
memulihkan korban.
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EMENTERIAN Pember-
dayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Ke-
menterian PPIA) meman-
dang Rancangan Undang-undang
Penghapusan Kekerasan Seksual
(RUL PES) harus segera disahkan
karena dibutuhkan sebagai acuan da-
lam penyelenggaraan sistem pence-
gahan, penanganan, dan penegakan
hukum kasus kekerasan seksual
YU tersebut akan menjadi payung
hukum dalam menuntaskan kasus-
kasus kekerasan seksual vang marak
terjadi di masyarakat,” ujar Deputi Bi-
dang Perlindungan Hak Perempuan Ke-
menterian PPPA Ratn 4
Ia mengatakan dalam heberapa
waktu terakhir, kekerasan seksual,
khususnya terhadap perempuan
dan anak terus meningkat dan kian
mengkhawatirkan, Berdasarkan
catatan Komnas Perempuan, pada
2018, terj 31.471 kasus kekeras-
an terhadap perempuan yang dila-
porkan dan ditangani. Angka lerse-
but naik 6% dari tahun sebelumnya
yang herjumlah 406,178 kasus.
Guru Desar Fakultas Hukum Uni-
versitas [ndonesia Sulistyowati Irianto
juga melihat pengesaban RUL PES sa-
ngar mendesak karena Indonesia be-
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PENYAMAAN PERSEPSI: Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya (Kiril bersama anppota lainnya mendengarkan paparsn secara virtual dari anggota
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1gar pendapat urmum (ROPU} terkail

penyusunan RUL Penghapusan Kekerasan Seksual di Gedung

OPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1 2/7). Rapat terus bergulir untuk mermpercepat penyamaan persepsi atau pandangan terhadap usulan dan fraksi ke naskah RUU PRS.

lam memiliki aturan vang mendasar
untuk melindungi dan memulihkan
korban, RUU PES vang dissulkan
Komisi Nasional A kcke*atamcrha
dap perempuan sejak 2
Hlll'\]\:ill berdasarkan data
vang dicatat setiap tahun.
Sulistyowati mengatakan dam-
pak kerusakan yang timbul akibat
lekerasan seksual tidak hanya ter-
tuju kepada karban, tapi juga telah
melukai bangsa. Selain it urgensi

kehadiran UU PKS terkait dengan
pertaruhan martabat Indonesia di
kancah pergaulan internasional.
“Ada seruan-seruan internasio-
nal yang [ndr)n&“-.d harul ikut se-
el SIS I

dang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
tidak cukup untuk memberikan per-
lindungan dan pemuliban terhadap
korban sebab kekerasan sekisual ha-
nya dimasukkan ke norm:

goals), konvensi-konvensi interna-
stonal, yang m bt kita mau atau
tidak dianggap sebhagai bangsa yang
bermartabat dalam pergaulan glo-
bal?” kata Sulis, [umal (23/7).
Menurat Sulis, Kitab Undang-Un-

dan kesusilaan. Padahal, lanjuinya,
kekerasan seksual bukan ha
masalah kesusilaan, melainkan juga
kejahatan terhadap kemanusioan
[a mencontohkan banyaknya kor-
ban kekerasan seksual yang akhir-
nya mati setelah diperkosa. Selain

irw, kekerasan seksual juga terbukei
telah meninggalkan trauma yang
besar maupun cacal seumur ]IIdU[J
bLagi korkan. Oleh sebab itu, Indo-
4 memhutuhkan U PKS yang
bersifat lex specialis dari KUHE “Ke-
kersan seksual didefinisikan sangat
lengkap dalam RULT ini, Kenapa RUL
ini begitu bagus? Karena berang-
kat dari pengalaman-pengalaman
korban, misalnya, ada kejahatan
catcalling.”
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Samakan persepsi

Sejauh ini, Panitia Kerja {(Panja)
RUU PES terus melakukan dialog
untuk mempercepat penyamaan
persepsy alau [JiJII(JEH\giIIl. Ketua
Panja RUU PKS Willy Aditya menye-
hut dialog tersebut dilakukan untuk
mengakomodasi usulan dari para
fralsi ke naskah RUU PKS.

"HUL MRS sekarang prosesnya ma-
sih proses penyusunan di Baleg. Nanti
setelab disimpulkan tim ahli, akan di-
sampaikan ke panja pada masa sidang
berikutrya," kata Willy

Menurut Willy, penting bagi Baleg
untuk memastikan bahwa naskah
RUL PES tetap sesuai dengan basis
sostakuliural. yakni Pancasila. Pe-
nyusunan RUU PKS harus berangkat
darinilai-nilai kearifan lokal dengan
telap menjunjung tnggh semangat
pembebasan dan perlindungan vang
modern.

“ladi tidak hanya satu pihak, tapi
juga mengakomodasi semuanya un-
ik memuliakan kaum perempuan
dan anak-anak,” ungkapnya.

Willy vang juga menjabat sebagai
Wakil Ketua Baleg rersebul me-
ngatakan bahwa mayoritas fraksi
memberikan respans dukungan
pembahasan RUL PKS dengan se
jumlah perbaikan. Kendati demi
kiam, dirinya tidak menampik hahwa
memang masih ada pihak yang
menalak pembahasan RUU PKS,

“Namun, alasannya dianggap
tidak terlalu berdampak besar
terhadap pembahasan karena me-
miliki semangal yang sama, yakni
memuliakan perempuan dan anak.
Artinya, secara substansi tidak ter-
lalu menjadi gangguan. Tinggal
kemudian packaging-nya," tambah
Kamisi XI DPR R tersebut
/Ut /P-1)




